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ABSTRAK 
 

Seabad kebangkitan bangsa ternyata belum bisa mengantarkan rakyat 
Indonesia menuju pangkalan pendaratan sebagaimana diidealkan. Krisis 
multidimensi yang mendera republik ini masih belum menemukan jalan 
keluarnya. Kehidupan berbangsa dan bernegara belum bisa melahirkan suatu 
proses akumulasi kebangsaan diberbagai sektor kehidupan. Sepuluh tahun yang 
lalu reformasi politik digulirkan oleh berbagai komponen bangsa dengan 
demokratisasi sebagai agenda utamanya guna mencapai tatanan kehidupan yang 
lebih terbuka, adil, dan sejahtera. Akan tetapi, proses liberalisasi politik tidak 
berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi justru 
menyandera tujuan luhur bangsa ini melalui berbagai tata nilai dan prosedur-
prosedur yang bersifat aksesoris dan karikatif.  

Muhaimin Iskandar, sebagai intelektual dan pelaku politik, mencoba 
menawarkan sebuah jalan baru bagi tercapainya cita-cita kolektif bangsa. 
Keprihatinan mendalam Muhaimin atas kondisi objektif bangsa mendorongnya 
untuk merefleksikan dengan serius problematika kebangsaan seraya melakukan 
ikhtiar politik yang terekspresikan dalam bentuk pemikiran politiknya. Penulis 
ingin mengetahui lebih utuh dan mendalam tentang gugusan pemikiran politik 
Muhaimin terutama terkait dengan cita-cita kebangkitan bangsa, melampaui 
demokrasi dengan menjadikan demokrasi sebagai instrumen bukan sebagai tujuan, 
berikut gagasan politiknya yang terkait. Berangkat dari cara pandang tersebut 
penulis mencoba melakukan elaborasi terhadap gagasan politik Muhaimin.  

Dalam melakukan kajian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan mengumpulkan data utama melalui riset perpustakaan (library research) 
teknik pengumpulan data diperoleh dari dan melalui data primer dan data 
sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan kunci Muhaimin Iskandar 
adalah cita-cita kebangkitan bangsa. Indonesia harus mampu bangkit dari 
keterpurukan diberbagai sektor kehidupan. Di level internasional, mengandaikan 
Indonesia mempelopori dan memimpin kebangkitan negara-negara Islam dan 
dunia ketiga, dalam rangka memupus ketergantungan dan intervensi dari Negara 
maju. Di level nasional, Muhaimin mendorong kebangkitan bangsa dengan 
strategi menjadikan demokrasi sebagai instrumen (wasilah), bukan sebagai tujuan. 
Praktek demokrasi formal-prosedural yang selama ini berjalan di Indonesia justru 
menciderai cita-cita kolektif bangsa. Disinilah kekuatan gagasan politik Muhaimin 
sebagai peretas kebuntuan demokrasi. Realisasi atas gagasan politik ini 
meniscayakan perangkat operasional, yaitu kepemimpinan yang visioner dan kuat 
dan adanya ideologi yang berpihak. Untuk menjamin cita-cita nasional tidak 
mengalami disorientasi dan degradasi, Muhaimin menawarkan pola 
kepemimpinan dalam bentuk sentralisme demokratik. Akan tetapi pada saat yang 
sama Muhaimin menempatkan terjaminnya pluralitas bangsa sebagai landasan 
pokok dari gugusan pemikirannya. 
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6. Bapak pimpinan Tata Usaha beserta seluruh stafnya yang telah 

memberikan pelayanan kepada semua kebutuhan penulis.  

7. Kepada ayahanda-ibunda tercinta (M. Ma’shum, Ms dan Muryatun 
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ketulusan, cinta, kesabaran, dan pengorbanan yang telah kalian berikan 

semoga menjadi spirit abadi untuk menjalani hidup yang lebih 

bermakna dan lebih baik. Karena kalianlah diri masih sanggup berdiri 

tegak dan bertahan di garis ini, kalianlah yang telah mengajarkan 

semua-muanya. Hormat dan takdzimku untuk kalian semua. Teruntuk 
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8. Dan teruntuk My North Star, perempuan yang berkeras hati untuk 
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9. Kepada seluruh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 
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kesah adalah sebuah kebersamaan dan proses saling memberi arti yang 

mendalam. Kalian semua adalah saudara dan sahabat terbaik, semoga 

kebersamaan kita abadi dalam perjuangan menuju kedaulatan 

Nusantara atas tanah, air, udara, dan rakyatnya terima kasih kawan, 
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‘orang biasa’.  
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BAB I 

MELAMPAUI DEMOKRASI: 
EKSPERIMENTASI PEMIKIRAN POLITIK A. MUHAIMIN ISKANDAR 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berakhirnya era perang dingin1 (cold war era) antara Blok Barat vs 

Blok Timur yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan 

antara Jerman Barat dengan Jerman Timur (1989) dan tumbangnya Uni Soviet 

Tahun 1991 sebagai pemimpin Blok Timur sosialis, mendorong terjadinya  

pergeseran dalam konstelasi tata dunia politik global. Pertarungan ideologi 

besar dunia berikut rebutan pengaruh oleh dua kutub kekuatan dunia terhadap 

negara-negara dunia ketiga kini sudah berakhir. Kemenangan Blok Barat yang 

disponsori oleh Amerika atas Blok Timur, oleh Francis Fukuyama, dimaknai 

sebagai kemenangan Ideologi kapitalis dan demokrasi liberal.2 Ideologi ini 

                                                 
1 Terminologi “perang dingin” secara lazim dipergunakan oleh berbagai kalangan 

untuk menandai suatu fase historis pertarungan dua ideologi besar dunia: kapitalisme vs 
sosialisme. Kapitalisme adalah ideologi yang diusung oleh Blok Barat yang dikomandoi oleh 
USA, sedangkan sosialisme adalah ideologi yang di anut oleh Blok Timur yang dikomandoi 
oleh USSR. 

2 Kapitalisme berarti sistem ekonomi yang menekankan peranan kapital (modal), 
yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang yang digunakan dalam produksi 
barang lainnya. (1) Ungkapan klasik kapitalisme dikaitkan dengan Adam Smith. Dia 
menganjurkan permainan bebas pasar yang memiliki aturannya sendiri. Ia yakin, dengan 
persaingan, pekerjaan dari tangan yang tak kelihatan akan menaikan harga-harga kepada 
tingkat-tingkat alamiah dan mendorong tenaga kerja dan modal beralih pada perusahaan yang 
kurang menguntungkan. Pendek kata, usaha-usaha kompetitif manusia akan dengan 
sendirinya berubah menjadi kepentingan bersama (kesejahteraan bersama); (2) Istilah Perancis 
laissez-faire (semaunya) ditempelkan pada kapitalisme sebagai ungkapan penyipat. Ungkapan 
kapitalisme laissez-faire menekankan kepentingan-kepentingan ekonomi dibiarkan jalan 
sendiri agar perkembangannya berlangsung tanpa pengendalian pemerintah dan dengan 
regulasi sedikit mungkin. Lihat Loren Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2002), hlm. 391. Marx memberi arti sebagai sistem produksi komoditi (ekonomi) di 
mana produsen tidak saja menghasilkan barang keperluannya sendiri akan tetapi sudah 
melibatkan pertukaran dengan pasar (exchange market) yang mencakup nasional bahkan 
berkecenderungan mengglobal-internasional. Lihat Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori 
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dianggap paling sahih karena sudah melewati uji-tanding sejarah yang 

panjang, dan merupakan merupakan puncak evolusi peradaban umat manusia.3 

Sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal lantas mengalami proses 

persebaran transnasional yang massif keberbagai negara-negara dunia ketiga. 

Tak terkecuali Indonesia. 

Dalam langgam historis bangsa, demokrasi sebenarnya telah lama 

dianut sebagai sistem ketatanegaraan kehidupan bernegara dan berbangsa. 

Akan tetapi, dalam perjalanannya demokrasi tidak jarang menuai beragam 

hambatan atau bahkan ancaman. Salah satu ancaman terbesar yang sedang 

dihadapi demokrasi Indonesia saat ini adalah keputusasaan terhadap 

demokrasi itu sendiri yang tidak kunjung terkonsolidir serta melemahnya 

kekuatan gerakan demokrasi dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan 

yang anti-demokrasi. 

Potret pergulatan wacana nasionalisme, demokrasi, dan agama di 

Indonesia mulai diperkenalkan oleh para founding fathers sebagai landasan 

dalam berbangsa dan bernegara semenjak penyusunan awal naskah UUD 

19454  oleh BPUPKI 5  dan PPKI6 . Para founding fathers seperti Soekarno, 

                                                                                                                                      
Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Marx Weber (Jakarta: UI 
Press, 1986), hlm. 57. 

3 Francis Fukuyama adalah Dekan Fakultas di Paul H. Nitze School of Advance 
International Studies, John Hopkins University. 

4  Miriam Budiardjo, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 37. 

5 BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, sebuah 
badan yang di bentuk oleh pemerintahan Jepang dan mengambil alih tugas badan sebelumnya 
(PPKI) dalam rangka menyiapkan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia di waktu yang tepat 
diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat. Lihat, Mic Tarunan Kahin, Nasionalisme dan 
Revolusi di Indonesia (Solo: Pustaka Sinar Harapan dan UNS Press, 1995), hlm. 153.  
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Soepomo, Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin, bekerja keras 

merangkai, menyusun, dan menyempurnakan konsep tentang Negara bagi 

Indonesia saat itu. Perdebatan panjang dan silang pendapat yang tajam 

diantara mereka dalam konteks pencarian landasan kenegaraan Indonesia, 

memberikan contoh konkrit bagaimana demokrasi seharusnya dipraktekkan.  

Pasca revolusi kemerdekaan 1945, Indonesia mengalami serangkaian 

proses perubahahan politik yang signifikan dan akan menjadi fondasi bagi 

bangunan politik di masa mendatang. Fase pertama adalah sebuah proses 

politik yang berlangsung pada sebuah era yang populer dinamai dengan era 

demokrasi liberal. Fase ini ditandai dengan kekuasaan politik yang boleh 

dibilang berada hampir sepenuhnya di tangan politisi sipil yang berpusat di 

parlemen. Di lembaga legislatif inilah duduk para politisi-politisi yang 

mewakili banyak partai atau golongan. Kekuasaan kaum politisi sipil dengan 

sistem multipartai dan parlemennya merupakan ciri khas dari demokrasi 

liberal. Proses politik yang berkembang pada sistem politik ini, sangat 

diwarnai dengan konflik-konflik politik dan pertarungan ideologis antara 

berbagai kelompok dan golongan.7 

Pada fase awal ini (1945-1949), kehidupan berdemokrasi mulai lahir 

dan tumbuh berkembang di Indonesia seiring dengan jatuh bangunnya kabinet 

Parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri (PM). Pada masa 

                                                                                                                                      
6 PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebuah badan panitia ad 

hoc, yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang dengan tujuan untuk menyiapkan dan 
merumuskan persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia bila waktunya sudah tiba.  

7 Alfian: Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia (Jakarta, PT Gramedia Pustaka 
1992), hlm. 5. 
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itu, setiap kepemimpinan PM yang dianggap gagal, akan mendapat 

penentangan keras atau bahkan impeachment dari parlemen. 8  Hal tersebut 

merupakan konsekuensi logis dari pilihan sistem ketatanegaraan 

parlementarian yang dianut. Maka tidak heran apabila kabinet bisa jatuh 

bangun dan PM silih berganti dalam durasi yang sangat cepat. Rakyat turut 

bertanggungjawab dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 

Suara rakyat menjadi barometer keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan 

yang sedang berlangsung. Rakyat melalui anggota parlemen (Komite Nasional 

Indonesia Pusat)9 mengawasi secara aktif jalannya pemerintahan. Periode ini 

menjadi modal awal yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dalam 

memaknai dan belajar mempraktekkan demokrasi di masa yang akan datang. 

Periode ini ditandai juga dengan hingar-bingarnya genderang perang yang 

ditabuh oleh masing-masing partai politik dan tumbang-tegaknya 

pemerintahan yang berujung pada instabilitas politik nasional.   

Begitupun kurun waktu 1950-1959, UUDS 1950 memberikan ruang 

yang lebih besar bagi tumbuhnya partisipasi rakyat dalam kehidupan 

bernegara. Sistem kabinet parlementer memberikan pelajaran yang berharga 

dalam memahami kehendak rakyat dan mengelola negara. Sayangnya 

pertumbuhan demokrasi kearah yang diidealkan harus terinterupsi dengan 

                                                 
8 Miriam Budiardjo, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, hlm. 237.  
9 KNIP adalah badan yang dibentuk dan memeliki fungsi legislatif untuk melakukan 

perubahan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Lihat, Mariam Budiarjo, Dasar-
Dasar Ilmu Politik, Cet. XVI (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 119.  
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dikeluarkannya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. 10  Dengan dalih 

mencegah dampak buruk dari instabilitas politik yang ditimbulkan oleh partai-

partai politik yang sedang berseteru dan alasan demi menjaga integrasi bangsa 

yang sedang terancam, dekrit presiden tersebut memberikan otoritas hampir 

tidak terbatas kepada presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.  

Dekrit presiden ini menandai terjadinya pergeseran peta kekuatan 

politik dengan semakin surutnya peran dan kekuasaan parlemen. Peranan 

kaum politisi sipil dengan partainya menjadi semakin susut dalam kancah 

percaturan politik Indonesia. Hal itu mengakibatkan kekuasaan hampir 

sepenuhnya berada di tangan Presiden Soekarno. Sejak saat itu, masa suram 

demokrasi di Indonesia berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang 

hingga melampaui 39 tahun kemudian.  

Akan tetapi, semangat perjuangan menegakkan demokrasi tak pernah 

surut dan tetap berlangsung dengan gigih. Buku Bung Hatta11 dengan judul 

Demokrasi Kita (1960),12 yang kemudian dilarang beredar, merupakan salah 

satu bukti bahwa hasrat untuk memperjuangkan penegakan demokrasi tidak 

pernah berakhir. Kegagalan Bung Karno dalam mengatasi konflik terbuka 

antar partai politik nasional di dalam negeri dan efek domino perang dingin di 

level internasional, 13  serta semakin memburuknya kondisisi perekonomian 

                                                 
10 Dekrit yang dikeluarkan oleh Soekarno hingga detik ini masih menimbulkan pro-

kontra dalam perspektif yuridis konstitusional. 
11 Mochammad Hatta adalah salah satu proklamator dan Wakil Presiden pertama RI. 

Beliau adalah aktivis pergerakan semenjak era kolonial belanda. 
12 Muhammad Hatta, Demokrasi Kita (Jakarta: Panji Masyarakat, 1960), hlm. 87.  
13 Hans antlov, Pengantar dalam Buku: Grgorius Sahdan, Jalan Transisi Demokrasi 

Pasca Soeharto (Yogyuakarta: Pondok Edukasi, 2004), hlm, x.  
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rakyat yang disertai dengan inflasi yang menjulang, mendorong lahirnya rezim 

baru yang anti demokrasi.  

Situasi politik nasional yang terkonsentrasi di tangan presiden 

mengakibatkan demokrasi tidak menemukan ruang yang memadai untuk 

tumbuh dan berkembang. Kondisi tersebut diperparah dengan naiknya 

Soeharto sebagai presiden melalui kudeta berdarah pada tahun 1965. Dibawah 

kendali rezim Soeharto yang fasis-militeristik, 14  demokrasi di negeri ini 

dibonsai dan benar-benar mati suri. Rezim yang berlatar belakang militer ini, 

berhasil melakukan rekayasa hampir menyeluruh terhadap sistem politik 

nasional dengan kooptasi kekuasaan yang luas di tengah masyarakat 

Indonesia.15 Melalui ideological state apparatus (ISA) dan state apparatus 

(SA)16 orde baru mendeterminasi seluruh kesadaran dan ruang publik bahkan 

sampai menembus ruang-ruang pribadi. Rakyat dimobilisasi untuk memasuki 

sebuah sistem politik baru yang jauh dari nuansa demokratis. Perbedaan 

pendapat, kritik dan partisipasi rakyat diharamkan oleh penguasa melalui 

berbagai instrumen kekuasaannya. Sebaliknya, kepatuhan, ketakutan dan 

keseragaman menjadi ciri perilaku sistem politik kekuasaan yang baru.17  

                                                 
14 Daniel Dhakidae, Cendikiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 237.  
15  A. Muhaimin Iskandar: Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa. 

(Jakarta: Pustaka Bumi Selamat, 2001), hlm. 05. 
16  Dalam hal ini penulis meminjam terminologi politik yang diperkenalkan oleh 

Antonio Gramsci, seorang Neo-Marxis asal italia. Ideological State Apparatus (ISA) adalah 
struktur nilai yang di pergunakan oleh penguasa untuk mengendalikan dan memasung 
aktivitas politik rakyat. Sedangkan State Apparatus adalah lembaga-lembaga negara seperti 
birokrasi, tentara dan sebagainya. Keduanya di pergunakan oleh penguasa sebagai instrumen 
pengendali aktivitas-aktivitas rakyatnya. 

17  Ariel Heryanto: Perlawanan Dalam Kepatuhan: Esai-Esai Budaya, (Bandung, 
Mizan, 2000), hlm. 399. 
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Rezim militer yang tampil ke puncak kekuasaan politik pasca G-30S-

PKI ini tidak menyisakan ruang sedikitpun bagi berkembangnya kehidupan 

yang demokratis. Meskipun demikian, lembaga-lembaga demokrasi tetap 

dipertahankan untuk menjaga citra kekuasaan namun pada saat yang sama 

lembaga-lembaga tersebut dipreteli hak-hak politiknya. Pada kenyataannya, 

lembaga-lembaga tersebut hanya berfungsi sebagai tukang stempel dari setiap 

kebijakan penguasa.  

Masa-masa kegelapan ini akhirnya menemukan secercah cahaya yang 

bersinar terang dipenghujung tahun 1997. Semangat perlawanan rakyat 

serentak bangkit melawan rezim militer yang telah berkuasa sejak akhir tahun 

1960-an ini. Gelombang besar reformasi yang digelindingkan oleh massa 

rakyat berhasil memaksa rezim militer ini untuk menyerahkan kekuasaannya 

yang telah 32 tahun dimonopoli. Tumbangnya rezim Soeharto pada tanggal 21 

Mei 1998, berhasil membangkitkan kembali spirit demokrasi yang selama ini 

lumpuh terbaring.18  

Pasca tumbangnya Soeharto, harus diapresiasi dengan jujur bahwa 

Presiden Habibie memiliki jasa yang cukup besar dalam memberi ruang yang 

luas bagi perkembangan demokrasi. Dan melalui pintu demokrasi yang 

terbuka lebar jugalah, kekuasaan Habibie tidak dapat dipertahankan pada SU 

MPR 1999. Reformasi 1998 dengan demokratisasi sebagai agenda utamanya 

telah membuka babak baru sekaligus menjadi titik balik dalam konstalasi 

politik nasional menuju kearah yang lebih sehat, demokratis, dan terbuka.  

                                                 
18 A. Muhaimin Iskandar, Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa.  hlm. 

03.   
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Terpilihnya Gus Dur dan Megawati secara mengejutkan sebagai 

pasangan presiden dan wakil presiden pada SU MPR 1999 memberikan 

langgam kepastian bahwa roda demokratisasi akan terus bergerak19. Terlepas 

dari berbagai manuver politik yang mengkhawatirkan kehidupan demokrasi, 

tindakan politik Gus Dur selaku presiden RI sangat bermakna dalam 

mematangkan watak dan gerakan demokrasi di tengah kebuntuan demokrasi di 

masa-masa sebelumnya. Kesadaran yang mendalam dari segenap elemen 

bangsa dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi yang baik, telah 

menyelamatkan bangsa ini dari bahaya disintegrasi akibat perbedaan 

pandangan politik yang tajam. Kedewasaan bangsa ini dalam berdemokrasi 

telah terbukti berhasil melakukan proses alih kekuasaan dengan damai tanpa 

dibayangi ketakutan terjadinya anarki dan tindakan destruktif lainnya.  

Di sisi lain, sepuluh tahun sudah reformasi bergulir ternyata belum 

mampu membawa bangsa ini keluar dari jeratan krisis multidimensi. Di era 

transisi ini, rakyat memang bisa menghirup udara kebebasan politik tanpa 

harus khawatir adanya intimidasi dari korps berseragam loreng. Sudah dua 

kali pemilu dilaksanakan dan tiga kali terjadi pergantian presiden – KH. 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, dan Susilo 

Bambang Yudoyono (SBY) – akan tetapi secara substantif belum mampu 

membawa rakyat beranjak dalam taraf kesejahteraan. Rakyat masih saja hidup 

di bawah garis kemiskinan, angka pengangguran semakin membengkak, utang 

                                                 
19 A. Muhaimin Iskandar, Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi 

Ulama (Yogyakarta: KLIK R, 2006), hlm. 95 
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luar negeri makin menumpuk, dan budaya korupsi masih saja mewarnai 

kehidupan elit-elit politik.    

Pada level formal-prosedural proses demokratisasi di Indonesia yang 

menggelinding sejak reformasi ‘98 sudah mengalami peningkatan yang 

signifikan. Mulai dari amandemen UUD 1945, pemilihan presiden-wakil 

presiden / kepala daerah secara langsung dan pembentukan beberapa institusi 

demokrasi menjadi landasan yang memadai untuk menopang proses 

pembaharuan politik dan pelembagaan demokrasi di Indonesia. amandemen 

keempat UUD 1945 telah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang 

diatur dalam BAB VIIA pasal 22C-22D,  Mahkamah Konstitusi (MK), diatur 

dalam BAB IX pasal 24C-25 , Komisi Yudisial (KY), diatur dalam BAB IX 

pasal 24B20 dan beberapa Komisi Negara lainnya. Tradisi politik baru yang 

lebih demokratis sudah mulai tumbuh. Lembaga-lembaga politik juga mulai di 

tata dengan lebih baik yang memungkinkan terjadinya percepatan proses 

konsolidasi demokrasi. 

Akan tetapi, lahirnya kultur politik dan institusi-institusi politik 

demokratis yang tercermin dalam pemilihan presiden langsung, amandemen 

UUD 1945 dan lain sebagainya tidak berkorelasi positif dengan meningkatnya 

kesejahteraan rakyat atau proses demokratisasi juga mampu menjamin rasa 

keadilan rakyat. Secara subtansial, kehidupan masyarakat terutama 

menyangkut kesejahteraan tidak kunjung membaik. Angka pengangguran 

tidak bisa ditekan, bahkan meningkat, hasil pusat statistik  Badan Penelitian 

                                                 
20 UUD RI 1945 Paska Amandemen yang keempat  
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Statistik tahun 2004 menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 9,5 juta 

pengangguran terbuka. Jumlah ini diukur berdasarkan ukuran satu jam bekerja 

selama seminggu. Artinya, jumlah pengangguran yang sesungguhnya, 

berdasarkan kebutuhan wajar untuk bekerja jauh lebih banyak.21  

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa demokrasi bukanlah sesuatu 

yang abadi, ia dapat berdiri atau terbaring, menang atau kalah namun tidak 

akan pernah mati. Karena demokrasi adalah sistem nilai yang menjadi ruh dari 

jiwa-jiwa merdeka yang akan senantiasa hidup sepanjang zaman. Sejarah 

bangsa telah membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak pernah mati. 

Perlawanan rakyat yang menuntut hak-hak dasar politiknya terhadap rezim 

otoriter Soekarno maupun Soeharto adalah bukti bahwa demokrasi tidak 

pernah benar-benar bisa dipunahkan. Ada masa pasang dan surut kehidupan 

demokrasi, sebagaimana terjadi hingga hari ini.  

Sistem demokrasi tentu tidak selalu menyenangkan bahkan terkadang 

menyakitkan, sebab dalam proses demokrasi senantiasa menghasilkan 

kemenangan dan kekalahan. Sikap seorang demokrat sejati akan terlihat disaat 

ia menghargai kemenangan kelompok lain maupun saat menerima dengan 

lapang dada atas kekalahannya. Sekalipun banyak cara dan jalan menuju 

demokrasi, namun hasil demokrasi tidak memberikan pilihan yang banyak. 

Penghargaan kepada yang menang dan kalah dalam suatu kontestasi politik 

merupakan kemenangan yang gemilang bagi demokrasi.  

                                                 
21  Dokumentasi Hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa Semarang, 16-19 

April 2005, cet. II (Jakarta: DPP PKB, 2005) hlm. 80.  
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Filsafat Politik merupakan sebuah kajian yang tidak akan pernah usang 

untuk terus dikaji dan ditelaah. Perubahan iklim politik setiap sejarah politik 

dimanapun di belahan dunia ini, akan selalu memberikan inspirasi baru bagi 

peminat maupun pemerhati filsafat politik untuk terus mengkaji lebih 

mendalam dan strategis. Terlebih ketika filsafat politik dikaji dari ruang yang 

lebih spesifik lagi, semisal ekonomi, sosial, pendidikan dan agama. Ini 

menjadikan setiap kajian filsafat politik semakin menarik. Dan kalau sampai 

saat ini sebagai pengkaji filsafat masih berkeyakinan bahwa peranan filsafat 

dalam melihat dan memetakan setiap permasalahan pengetahuan adalah yang 

paling mendasar, atau untuk sekedar mendapatkan landasan filosofis adalah 

merupakan kuncinya. Maka kajian terhadap filsafat politik adalah merupakan 

studi yang perlu dipertimbangkan. Termasuk dalam hal ini permasalahan yang 

akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.  

Sangat beragam pendapat para pakar politik tentang konsep dasar 

demokrasi dari teori politiknya. Mengingat sejarah politik banyak menyisakan 

pertanyaan etis. Sejak  akademi Plato sampai institusi pendidikan besar masa 

kini studi politik selalu mendapat sambutan hangat dan tempat yang 

terhormat.22 

Relasi antara negara dan agama memang memiliki perdebatan yang 

sangat panjang, namun bagaimanapun politik banyak memberikan pengaruh 

yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban 

manusia, tidak terkecuali juga dengan kaum Muslim. Telah terjadi banyak pro 

                                                 
22 Henry J. Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis Zaman Yunani Kuno Sampai 

Zaman Modern, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. V. 
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dan kontra yang diakibatkan oleh pengaruh politik, yang lahir dari setiap 

generasi kaum Muslim dalam melihat permasalahan politik.23 

Konfigurasi politik di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, 

memperlihatkan adanya fenomena dan kecenderungan untuk menegakkan 

negara Islam semakin gencar diteriakkan oleh beberapa kelompok Islam 

ektrimis.  Mereka beralasan kekuatan hukum negara yang ada saat ini telah 

banyak dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu dan tidak lagi sesuai dengan 

cita-cita awal para founding fathers. Sehingga disinyalir akan mempermudah 

bagi terjadinya penyimpangan dan rekayasa hukum demi menjalankan 

perilaku-perilaku yang mereka vonis sebagai munkarat.  

Disamping itu, fakta sosiologis bahwa umat Islam adalah penduduk 

mayoritas di negeri ini, 24  semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa 

hanya dengan negara yang menggunakan sistem kepemimpinan Khilafah dan 

hukum yang berlandaskan Syari’at Islam yang akan mampu memberikan 

kesejahteraan hakiki bagi bangsa Indonesia, dibandingkan dengan hukum-

hukum yang ada saat ini dan hanya dijadikan alat legitimasi para elit politik 

dalam mempertahankan kekuasaanya.  

Hal semacam ini terasa tidak asing lagi jika melihat fenomena yang 

mewarnai pentas politik nasional, yaitu dengan maraknya kampanye yang 

                                                 
23 Pendapat ini sebenarnya lebih mengarah pada bentuk relasi negara dan agama 

Islam dalam melihat setiap perkembangan yang terjadi dalam dunia politik, yang kemudian 
menjadi sumber perbedaan ummat Islam dalam melihat dan bersikap politis terhadap 
permasalahan negara dalam kaitannya dengan peran agama. lihat, Maftuh Abegebriel dkk, 
Negara Tuhan;The Thematic Encyclopaedia, (Yogyakarta; SR-Ins, 2004), hlm. 2 

24  Muhammad Azhar, Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam dan Barat 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 5 
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mereka lakukan dalam bentuk aksi massa maupun melalui media, dengan 

menyuarakan pandangan politik mereka terhadap isu-isu aktual dengan 

senantiasa  menyisipkan isu tentang pendirian Negara Islam sebagai solusi 

paling manjur atas problematika kebangsaan. Ditambah lagi dengan semakin 

menghangatnya permasalahan terorisme dengan segala tafsir dan 

perdebatannya, yang dari tahun ke tahun semakin menemukan tempatnya 

dalam peta politik nasional maupun internasional.  

Pro-kontra terhadap wacana pendirian Negara Islam dan sistem 

Khilafah oleh beberapa kelompok tertentu di negara ini sejak beberapa tahun 

terakhir begitu menghantui seluruh komponen bangsa. Parahnya lagi 

kelompok ini menuding bahwa demokrasi sudah usang dan harus diganti 

dengan sistem Khilafah. Tidak bisa dipungkiri bahwa sistem demokrasi yang 

dipilih sebagai sistem ketatanegaraan di negeri ini juga masih memiliki 

banyak kelemahan yang harus segera dibenahi.           

Bagi banyak kalangan cendikiawan Muslim pemaknaan Islam sebagai 

agama Rahmatan lil Alamin adalah sebuah pengetahuan yang bersifat 

spiritual, yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengatur 

kehidupan manusia tidak hanya dengan sang Khalik, namun juga mengatur 

relasi antar manusia baik dalam konteks sosial, budaya, politik, ekonomi dan 

sebagainya. Namun perbedaan pandangan dalam melihat setiap permasalahan 

keagamaan menjadikan Islam terkadang salah dipahami oleh ummatnya, 

semisal Inna Al-Islam Din wa Daulah (sesungguhnmya Islam itu adalah 

agama dan negara) telah banyak dipahami oleh sebagian kaum muslim sebagai 
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sebuah teologi politik yang kaku, sehingga pemaknaan Islam terkesan literlek 

dan buta, yang kemudian secara formalistik-legalistik Negara Islam menjadi 

jawaban dalam setiap kebijakan-kebijakan yang bersifat politis.25  

Dalam sejarah perkembangannya, pertautan antara Islam dan 

demokrasi menemukan bentuk perjumpaan yang mengesankan dan telah 

terjalin dalam waktu yang sangat panjang. Meskipun pada medio abad ke-19 

kata demokrasi benar-benar dianggap penting dan dinilai positif oleh negara-

negara yang mayoritas beragama Islam. Dalam nilai-nilai yang terkandung 

dalam Islam sebenarnya secara substantif juga mencerminkan penghargaan 

yang tinggi terhadap pengakuan hak asasi manusia, aspirasi rakyat, kebebasan 

berkelompok yang menjadi nilai pokok dalam demokrasi.26 Kiranya negara 

Islam tidak selamanya mengasumsikan tidak demokratis dan kaku, karena 

bagaimanapun nilai-nilai humanisme dan pengakuan hak asasi manusia di 

dalam Islam memiliki tempat yang paling utama. 

Penulis ingin melihat persoalan demokrasi sebagai sistem politik dan 

nilai-nilai kebangsaan yang saat ini dijadikan sebagai landasan untuk melihat 

persoalan politik Indonesai ke arah yang lebih filosofis. Artinya landasan 

teoritis apakah yang kemudian dijadikan dasar gerakan politiknya? Bagaimana 

sebenarnya pemaknaan demokrasi itu sendiri? 

                                                 
25  Gagasan politik Islam seperti itulah, yang semenjak awal Islam dirujuk oleh 

banyak organisasi Islam. Lihat. Maftuh Abegebriel dkk, Negara Tuhan; The Thematic 
Encyclopaedia (Yogyakarta; SR-Ins, 2004), hlm. 6 

26 Jalaluddin Rahmat menyebutkan, bahwa barat lebih menekankan sentimen miring 
dari setiap respon ummat Islam terhadap demokrasi, yaitu pada hal yang lebih negatif, ini 
ditegaskan dengan menstreotipkan negara-negara Islam masuk dalam kategori antidemokrasi, 
lihat pengantar dari buku Yamani. Antara Al-Farabi dan Khomeini; Filsafat Politik Islam. 
(Bandung: Mizan, 2002), hlm. 20 
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Sebelum dibahas lebih jauh, penulis ingin menegaskan bahwa akan 

sangat merepotkan, ketika penulis harus melihat persoalan politik pada tema-

tema besar seperti di atas. Penulis mengambil alternatif kajian melalui studi 

pemikiran terhadap tokoh yang memiliki basis historis dalam dunia politik 

khususnya di Indonesia, baik secara intelektual maupun pengaruhnya dalam 

perkembangan politik kebangsaan. oleh karena itu, penulis memilih seorang 

tokoh yang bernama A. Muhaimin Iskandar yang saat ini sedang menjabat 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) 

dan wakil ketua DPR RI periode 2004-2009. 

Sebagai intelektual muda dan sebagai tokoh politik nasional Muhaimin 

Iskandar banyak memiliki gagasan yang brilian dibidang politik dan 

demokrasi. Hal ini bisa dimafhumi tidak semata-mata karena Muhaimin intens 

dalam pergulatan di pentas politik nasional dan memimpin salah satu partai 

terbesar di Indonesia yaitu PKB, tetapi juga karena proses panjang Muhaimin 

dalam pergulatan intelektual serta sangat produktif dalam menelorkan 

gagasan-gagasan baru. Sebagai intelektual muda yang secara ideologis-

kultural berasal dari lingkungan Nahdliyyin, sangat wajar apabila 

pemikirannya banyak dipengaruhi oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 

yang notabene adalah tokoh intelektual Islam papan atas di negeri ini. Gus Dur  

bahkan pernah menjadi pemimpin bangsa sebagai presiden RI ke-4 dari 

kelompok tradisionalis (NU) yang mengejutkan banyak pihak baik di level 
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nasional maupun internasional.27 Salah satu karya yang harus disebut ketika 

membincangkan Muhaimin Iskandar dalam bidang politik adalah sebuah buku 

yang berjudul: Melampaui Demokrasi; Merawat Bangsa dengan Visi 

Ulama.28  

Muhaimin Iskandar dalam buku Melampaui Demokrasi; Merawat 

Bangsa dengan Visi Ulama menyebutkan bahwa dia mempercayai akan 

tercapainya Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, makmur, dan damai 

apabila demokrasi tidak dijadikan tujuan tetapi sebagai instrumen (wasilah) 

dan syari’at sebagai jalan untuk mencapai mencapai tujuan-tujuan mulia 

dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Karena kita bekerja 

bukan untuk teori, prosedur tapi untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.29  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, nampak bahwa studi pemikiran 

Muhaimin Iskandar, terutama konsepsi tentang melampaui demokrasi 

merupakan kajian yang sangat menarik untuk ditelaah secara serius dan 

mendalam. Demokrasi tentu tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Muhaimin 

Iskandar tentang Melampuai Demokrasi; Merawat Bangsa dengan Visi 

Ulama. Di mana karya tersebut merupakan kesatuan pemikiran yang tidak 

dapat dipisahkan dari konsep ajaran Islam, dan ide-ide kebangsaan. 
                                                 

27  Umaruddin Masdar, Gus Dur; Pecinta Ulama Sepanjang Zaman, Pembela 
Minoritas Entis-Keagamaan (Jogjakarta; Klik R, 2005), hlm. xi 

28 A. Muhaimin Iskandar, Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi 
Ulama, hlm. 58. 

29 A. Muhaimin Iskandar, Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi 
Ulama, hlm. 66 
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Pemikiran-pemikiran Muhaimin Iskandar yang lain hanya akan disinggung 

sejauh mendukung alur pembahasan.  

Secara lebih rinci, permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses genealogis konsepsi demokrasi Muhaimin Iskandar 

dalam kontruksi ajaran Islam dan ide-ide kebangsaan? 

2. Bagaimana eksperimentasi pemikiran politik Muhaimin Iskandar dalam 

konstalasi politik nasional? 

3. Bagaimana relevansi pemikiran Muhaimin Iskandar tentang melampaui 

demokrasi dalam konteks perpolitikan kontemporer di Indonesai? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan 

Sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap penulis dalam 

mengemukakan tujuan dari penulisan setiap karyanya. Maka oleh karena itu, 

penulisan skripsi ini memiliki tujuan: 

1. Menjelaskan tentang proses terbentuknya genealogi pemikiran politik 

Muhaimin Iskandar. 

2. Menjelaskan konsepsi Muhaimin Iskandar tentang Melampaui Demokrasi 

dan relevansinya dengan konstelasi politik di Indonesia. 

3. Sumbangan ilmiah bagi perkembangan konsesi demokrasi di Indonesia. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Sebenarnya tulisan yang berkenaan dengan demokrasi sangat banyak 

penulis jumpai, namun dari beberapa tulisan yang penulis temui, baik yang 

berupa artikel, buku, maupun yang lain belum ada yang spesifik membahas 

persoalan demokrasi dalam pandangan Muhaimin Iskandar.  

Studi terhadap demokrasi sebagai sistem politik hingga saat ini 

memang telah banyak penulis jumpai namun beberapa pandangan maupun 

gagasan para intelektual Muslim lebih banyak pada persoalan sejarah 

demokrasi. Seperti yang ditulis oleh Muhammad Hatta, dalam bukunya 

Demokrasi Kita, menjelaskan tentang krisis demokrasi yang terjadi pada masa 

kepemimpinan Soekarno.30 

Begitu juga dengan tulisan Miriam Budiardjo, dalam bukunya 

“Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi 

Pancasila”, lebih banyak membicarakan sejarah dan perbandingan demokrasi 

orde lama dan orde baru.31 

Buku Anas Urbaningrum, Melamar Demokrasi: Dinamika Politik di 

Indonesia, yang merupakan kumpulan tulisan lebih banyak berbicara tentang 

proses demokrasi yang masih belum utuh dan terkonsolidasi.32 

Sedangkan buku Anders Uhlin, Oposisi Berserak: Arus Demokratisasi 

Gelombang Ketiga di Indonesia, lebih menyoroti proses dan dinamika 

                                                 
30 Moh. Hatta, Demokrasi Kita, (Jakarta: Panji Masyarakat:1960) 
31  Miriam Budiarjo, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka: 2001)  
32 Anas Urbaningrum, Melamar Demokrasi: Dinamika Politik di Indonesia, ( ) 
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persebaran ide-ide demokrasi di Indonesia. Uhlin juga menjelaskan tentang 

faktor dan aktor dibalik persemaian ide-ide demokrasi.33 

Buku Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto yang ditulis oleh 

Gregorius Sahdan, lebih memfokuskan pada pembahasan tentang proses 

perjalanan transisi demokrasi dan pola-pola perkembangannya serta bentuk- 

bentuk ideal tentang proses transisi demokrasi menuju demokrasi yang 

terkonsolidasi. Buku ini juga menjelaskan tentang prospek konsolidasi 

demokrasi di Indonesia, setelah penguasa yang otoriterian. 34 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti 

mengumpulkan data melalui riset perpustakaan (library research). Teknik 

pengumplaan data diperoleh dari dan melalui data primer dan data sekunder. 

Data primer didapat melalui pengkajian mendalam atas karya Muhaimin 

Iskandar yaitu; Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama 

(2006),35 Masyarakat Indonesia Abad XXI (1996)36, Paradigma Arus Balik 

Masyarakat Pinggiran (1997),37 Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan 

                                                 
33  Anders Uhlin, Oposisi Berserak: Arus Deras Gelombang Demokratisasi di 

Indonesia, (Bandung: Mizan Pustaka: 1998). 
34 Gregorius Sahdan, Transisi Demokrasi Indonesia Pasca Soeharto, (Yogyakarta: 

Pondok Edukasi, 2004). 
35  Muhaimin Iskandar, Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi 

Ulama, (Yogyakarta: Klik R, 2006) 
36 Muhaimin Iskandar, Masyarakat Indonesia Abad XXI, (Jakarta: PB PMII, 1996). 
37 Muhaimin Iskandar dan Muhammad Nastain, Paradigma Arus Balik Masyarakat 

Pinggiran, Jakarta: PB PMII, 1997. 
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Bangsa (2001),38 Membajak di Ladang Mesin: Simpang Kepentingan Buruh-

Negara-Modal di Tengah Arus Kapitalisme Global (2004),39 Gus Dur yang 

Saya Kenal: Catatn Transisi Demokrasi Kita (2004),40 Spritualitas Sepak Bola 

(2006).41 

Sedangkan data-data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka 

(buku, artikel, dokumen, internet, dan lain-lain) yang membahas pemikiran 

Muhaimin Iskandar tentang eksperimentasi Pemikiran politik. Dengan 

demikian sumber-sumber sekunder tersebut dapat melengkapi analisa 

penelitian ini.42 

Setelah data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut dan 

mengklasifikasinya sesuai pokok kajian. Untuk mendukung langkah-langkah 

tersebut maka digunakan metode analisis diskriptif, yaitu menuturkan dan 

menafsirkan data yang telah terkumpul, menganalisis suatu objek dengan 

memilah-milah antara satu pengertian lain untuk mendapatkan kejelasan suatu 

masalah.43 Metode ini berguna untuk menghindari kerancuan konsep yang 

dibangun tokoh sehingga peneliti dapat menangkap gagasan secara akurat.  

                                                 
38  Muhaimin Iskandar, Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa, 

(Jakarta: Pustaka Bumi Selamat, 2001). 
39 Muhaimin Iskandar, Membajak di Ladang Mesin: Simpang Kepentingan Buruh-

Negara-Modal di Tengah Arus Kapitalisme Global. (Semarang: Yayasan Wahyu Sosial, 
2004). 

40 Muhaimin Iskandar, Gus Dur yang Saya Kenal: Catatn Transisi Demokrasi Kita, 
(Yogyakarta: LKIS, 2004). 

41 Spritualitas Sepak Bola, (Jogjakarta: KLIK R, 2006). 
42  Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, 

(Yogyakarta: Kanisisus, 1990), cet. Ke-1, h. 61-65.  
43 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), 

hlm. 59. 
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Penulisan ini membahas ide-ide yang muncul di masa lampau yang 

lahir melalui proses pergulatan panjang. Karena itu pula penulisan ini 

menggunakan pendekatan analisis filosofis, yaitu suatu proses pendekatan 

terhadap suatu masalah yang meliputi pengumpulan dan menafsirkan suatu 

masalah dan gagasan yang muncul di masa lampau dan mencoba menyelami 

karya Muhaimin Iskandar tentang filsafat politiknya, untuk kemudian dapat 

menangkap arti, nilai serta maksud yang dikehendaki. Sehingga dapat dicapai 

pemahaman yang benar tentang pemikiran Muhaimin Iskadar tersebut.  

Setelah melalui beberapa naskah sebagaimana di atas, penulis akan 

berusaha semaksimal mungkin melakukan analisis terhadap pemikiran 

Muhaimin Iskandar baik kelebihan, kelemahan, dan relevansinya untuk kontek 

saat ini. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh pemahaman yang 

seimbang dan proporsional. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi. 

Bab II membahas tentang biografi Muhaimin Iskandar dan karya-

karyanya. Hal ini mencakup riwayat hidup dan pendidikan Muhaimin 

Iskandar, latar belakang pemikiran, karya-karya dan karir politik Muhaimin 

Iskandar serta tokoh-tokoh yang mempengaruhinya.  
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Bab III akan difokuskan pada perkembangan politik dan akar sejarah 

demokrasi di Indonesia. 

Bab IV merupakan pembahasan pokok pemikiran dari penelitian ini. 

Dalam bab ini akan dijelaskan pemikiran dan eksperimentasi politik 

Muhaimin Iskandar tentang Demokrasi meliputi tentang cita-cita kebangkitan 

bangsa, komitmen atas pluralitas kebangsaan dan gagasan tentang melampaui 

demokrasi, serta relevansi demokrasi dalam konteks kehidupan politik 

kontemporer di Indonesia. 

Diakhiri bab V yaitu penutup yang berisikan kesimpulan atas analisa 

dari keseluruhan penjelasan dari bab-bab di atas. Yang berisikan penegasan 

dari hasil analisa. Serta berisikan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Menurut penulis pemikiran politik Muhaimin Iskandar lahir dari 

sebuah pergulatan panjang atas bangunan-bangunan pemikiran politik yang 

sudah ada sebelumnya dan refleksi yang mendalam atas realitas kebangsaan. 

Dalam banyak hal Muhaimin sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran 

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terutama dalam hal komitmen atas nilai-

nilai demokrasi dan pluralisme. Hal ini wajar karena Muhaimin tidak hanya 

sebatas keponakannya Gus Dur akan tetapi ia juga adalah murid ideologisnya 

Gus Dur. Di sisi lain, pemikiran Muhaimin juga dipengaruhi oleh Soekarno 

terutama dalam konteks penolakan atas nilai-nilai demokrasi liberal ala barat 

dan upaya untuk menggalang aliansi alternatif Negara-negara dunia ketiga. 

Tidak bisa dilepaskan juga pengaruh Tan Malaka dalam struktur berpikir 

Muhaimin seperti yang terlihat pada cita-cita kemandirian 100% tanpa 

tergantung pada kekuatan politik manapun.  

Gagasan ini berusaha serius untuk menempatkan tujuan kolektif 

sebagai landasan pokok dalam membangun sebuah sistem ketatanegaraan. 

Demikian juga gagasan ini berusaha untuk keluar dari kelaziman 

intelektualisme di Indonesai dengan menolak tunduk terhadap prosedur-

prosedur ilmiah. Hal ini ditandai dengan epistemologi berpikirnya yang 

berusaha melampaui standar normatif pengetahuan. Pemikiran ini juga 
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berusaha untuk tidak terjebak dalam abstraksi pengetahuan yang berlebihan 

melalui pencarian terhadap esensi dari sebuah persoalaan. Sebab ujung dari 

setiap proses berpikir bukanlah penemuan atas esensi atau hakikat dari sebauh 

persoalaan akan tetapi pertaruhan atas tujuan kolektif. Ia mencoba mendeteksi 

struktur yang bergerak di balik nalar pengetahuan.  

Elaborasi dan pelacakan mendalam yang penulis lakukan terhadap 

gugusan pemikiran politik Muhaimin Iskandar bisa disimpulkan sebagai 

berikut: cita-cita kebangkitan bangsa adalah merupakan gagasan kunci 

pemikiran politik Muhaimin Iskandar. Gagasan pokok ini melahirkan gagasan 

penopang yang lebih bersifat praksis operasional bagi gagasan kebangkitan 

bangsa.  Genealogi lahirnya gagasan ini adalah krisis multidimensi tak 

berujung yang menjerat bangsa Indonesia. Sudah seabad lebih bangsa ini 

memproklamirkan kebangkitan nasionalnya, akan tetapi tidak ada proses 

akumulatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik berupa ideology, 

struktur politik bangsa, kebudayaan, maupun ekonomi bangsa. Hal ini bisa 

dilihat dari belum kokohnya bangunan ideology bangsa, rapuhnya struktur 

politik bangsa, semakin termarginalisasinya kebudayaan Indonesia oleh global 

culture, dan rendahnya tingkat kesejahtraan rakyat Indonesia.  

Gagasan kebangkitan bangsa Muhaimin merangkum dua konteks 

sekaligus yaitu: pada konteks nasional dan internasional. Pada konteks 

nasional gagasan ini  berusaha untuk melakukan restrukturisasi bangunan 

ekonomi politik bangsa demi menjamin kesejahteraan rakyat. Degradasi kultur 

politik bangsa mengakibatkan rapuhnya struktur kebangsaan kita sehingga 
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agenda utama peningkatan kesejahteraan warga menjadi terbengkalai. Agenda 

demokratisasi yang dijalankan sejak reformasi 1998 hanya berhasil pada level 

penataan demokrasi formal-prosedural tetapi tidak berkorelasi positif dengan 

kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, Muhaimin menawarkan sebuah 

alternatif atas kebuntuan demokrasi liberal ini dengan cara melampauinya. 

Energi bangsa tidak boleh dihabiskan hanya untuk mewujudkan prosedur-

prosedur demokratis, tetapi mengabaikan tujuan pokoknya. Sebagai bangsa, 

Kita tidak boleh terkurung dalam jebakan demokrasi. Sebab demokrasi tak 

lebih daripada sekedar instrument, bukan tujuan utama kita dalam berbangsa 

dan bernegara. Demokrasi harus kita lampaui, sebab ia hanyalah alat, bukan 

tujuan. Tapi kita tidak boleh menciderainya apalagi membumi hanguskannya, 

karena ia adalah kerangka dasar kebangsaan kita.  Sedangkan dalam konteks 

internasional cita-cita kebangkitan bangsa dimaknai sebagai eksistensi bangsa 

Indonesia tidak tergantung pada kekuatan ekonomi politik manapun. Indonesia 

mampu bangkit menjadi bangsa yang berdaulat, bermartabat dan mandiri. Hal 

ini didasarkan pada keprihatinan yang mendalam Muhaimin Iskandar atas 

relasi yang tidak seimbang, subordinatif, bahkan hegemonik antar Indonesia 

dengan Negara-negara maju dan lembaga-lembaga Internasional (IMF, WTO, 

Word Bank, PBB dll). Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam 

berhadapan dengan Negara-negara maju.  Kondisi ini mengakibatkan 

kegagalan Indonesia melakukan proteksi atas kepentingan bangsanya. 

Sebagai sebuah produk pemikiran politik, eksperimentasi pemikiran 

politik Muhaimin tidaklah berdiri sendiri. Akan tetapi, ia lahir dari sebuah 
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proses akumulatif dan dialektika dalam rangkaian historis. Gagasan Muhaimin 

bukanlah ilham yang serta merta turun dari langit atau dari alam kegelapan. Ia 

merupakan sebuah produksi pemikiran dari sebuah konteks historis tertentu 

yang terajut dari beragam tumpukan ide-ide sebelumnya. Oleh karenanya, 

gagasan ini memiliki relevansi terhadap kondisi paradok dan kebuntuhan 

politik Indonesia kontemporer. 

 

B. Saran – saran  

Sebagai sebuah ijtihad politik, gagasan politik Muhaimin Iskandar 

layak untuk diapresiasi dengan serius. Sebagai sebuah pemikiran, ia berusaha 

menawarkan sebuah alternative bagi kebangkrutan sistem politik bangsa. 

seperti apapun bentuknya, sangat tidak adil rasanya jika kita secara ceroboh 

menghakiminya. Biarlah waktu dan sejarah yang akan menjadi hakim paling 

adil atas gagasan politik ini. Seperti lazimnya suatu pemikiran baru, 

sebagaimana dikatakan oleh Schopenhour, ia juga akan melalui tiga level 

tantangan, yaitu ditertawakan, dibantah habis-habisan, dan pada akhirnya 

diikuti dengan takdzim. Pemikiran politik ini memiliki arti yang sangat 

penting tidak hanya bagi aktivis politik, akan tetapi juga bagi kaum 

intelektual, pengkaji ilmu politik, dan khalayak umum.  

Hasil penelitian ini masih jauh dari kata memadai untuk mengurai 

gagasan politik Muhaimin Iskandar secara utuh dan komprehensif, oleh 

karenanya penulis anjurkan kepada peneliti yang lain untuk terus melakukan 

kajian dan telaah yang lebih mendalam, sistematik, kritis, dan komprehensif. 



 163

Kepada para peneliti dan pengkaji yang ingin melanjutkan penelitian ini dalam 

bidang pemikiran politik Muhaimin Iskandar hendaknya menggunakan 

perspektif yang beragam untuk memperkaya wacana. 

Dan bagi pembaca khalayak yang ingin tahu lebih jauh tentang 

pemikiran politik Muhaimin Iskandar, supaya tidak terjebak pada pemahaman 

yang salah dan dikotomis maka hendaknya untuk melakukan pembacaan yang 

seimbang dan proporsional.  
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